BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.22, 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Hutan Negara
Hasil. Penatausahaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P.8/Menhut-11/2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.55/MENHUT-I1/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.55/Menhut-11/2006 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor  P.63/Menhut-11/2006
telah ditetapkan Penatausahaan Hasll Hutan Yang Berasal dari
Hutan Negara;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluas terhadap pelaksanaan
Peraturan tersebut pada butir a, dan untuk meningkatkan daya
sang antara lain dengan memperpendek rantai birokras
melalui penerapan Sistem Informas PUHH Online, terdapat
bebergpa Pasal yang perlu disempurnakan, guna kelancaran
pel aksanaan penatausahaan hasil hutan kayu;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka
dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-11/2006 jo. Nomor
P.63/Menhut-11/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan
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Mengingat :

1.

Yang Berasal Dari Hutan Negara dengan Peraturan Menteri
Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah bebergpa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana
Reboisas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4207);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4814);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/K ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Nomor 31/P Tahun 2007,

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungs Susunan Organisas dan
Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Nomor 20 Tahun 2008;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005
tentang Organisas dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Nomor P.64/Menhut-11/2008;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-11/2006
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.63/Menhut-11/2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-I1/2006 TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL
DARI HUTAN NEGARA
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Pasdl |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri  Kehutanan  Nomor

P.55/M
Hutan

ENHUT-I1/2006 Tentang Penatausahaan Hasll Hutan Y ang Berasal Dari
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan

No.P.63/Menhut-11/2006, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 20 dan 21 disisipkan 1 angka baru
yaitu angka 20a, dan diantara angka 38 dan angka 39 disisipkan 1 angka

bar

u yaitu angka 38a, serta mengubah ketentuan angka 21, 38, 39, sehingga

menjadi berbunyi sebagai berikut :

20a.

21.

38.

38a.

39.

Pasal 1

Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Utama adalah tempat pengumpulan
KBK dari beberapa TPn yang lokasinya berada di dalam areal izin dan
ditetapkan keberadaannya oleh Dinas Kabupaten/Kota agpabila KBK
berasal dari satu Kabupaten/Kota, dan oleh Dinas Provinsi apabila
KBK berasal dari lintas Kabupaten/K ota.

Tempat penimbunan kayu (TPK) dan/atau TPK Hutan adalah tempat
milik pemegang IUPHHK/IPHHK/IPK yang berfungsi menimbun kayu
bulat dan/atau kayu bulat kecil dari beberapa TPn dan keberadaannya
ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong
menjadi batang dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih.

Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan
dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan
49 cm.

Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari:
kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm; kayu dengan
diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena
mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40%
(empat puluh persen); limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu
bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang.

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6a

yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 6a

Dalam hal KB yang berasal dari areal penyiapan lahan (land clearing) di
hutan produksi untuk pembangunan hutan tanaman, dan/ atau di APL
untuk pembangunan perkebunan yang digunakan sebagai bahan baku
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chip untuk industri pulp dan kertas, pengukuran volumenya dapat
dilakukan menggunakan metoda stgpel meter dengan tumpukan
perkelompok jenis, menggunakan angka konversi.

(2) Angka konvers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

(3) Pembayaran PSDH/DR terhadap KB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan tarif KB sesua peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Pemegang IUPHHK-Alam atau Pemegang IPK yang memproduks
KBK, dan pemegang IUPHHK-HT yang memprodukss KB atau KBK
tanaman, setelah melaksanakan penebangan dan pembagian batang di
TPn waib melakukan pengukuran dengan menggunakan stapel meter
atau pengukuran batang perbatang untuk bahan baku industri primer.

4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal
11a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11a

(1) Dalam hal jumlah produksi dan frekwensi pengangkutan KB dan atau
KBK di TUPHHK-HT tidak memungkinkan pengesshan di TPn
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pengesahan LHP KBK
dilakukan di TPn Utama.

(2) Dalam ha di TPn Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memungkinkan dilakukan pengesahan LHP-KBK berdasarkan pelunasan
PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), maka
pengesahan LHP-KBK dilakukan berdasarkan bukti pelunasan PSDH
dan/atau DR (dibayar di depan) yang dilakukan berdasarkan perhitungan
target/rencana produks bulan berjalan.

(3) Pada setigp akhir bulan, Dinas Kabupaten/K ota melakukan perhitungan
dengan membandingkan antararealisas pembayaran PSDH dan/atau DR
dengan volume KBK yang seharusnya dibayar.

(4) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, maka kelebihan pembayaran
tersebut akan diperhitungkan untuk kewagjiban pembayaran bulan
berikutnya.



